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A. Latar Belakang Masalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini 
bukanlah asli dari ciptaan bangsa Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana ini lahir dan telah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 pada zaman 
Hindia Belanda 1 . 
Berkaitan dengan larangan perbuatan mengemis, diatur dalam Pasal 504 
KUHP yang menyatakan bahwa: 
1. Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena 
minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu; 
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, 
yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama- 
lamanya tiga bulan. 
Penjelasan definisi pengemis menurut R soesilo adalah orang-orang yang 
mendapat penghasilan dengan meminta-meminta di tempat umum dengan 
berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang. Cara yang 
dimaksud adalah dengan mengamen atau melakukan minta sumbangan yang 





disertai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau 
Camat yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan fakir miskin atau anak 
yatim. 2 
Larangan ini sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa 
berzakat memberi fakir miskin. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi 
bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang 
“minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat 
umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan 
tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat menggangu pada orang-orang yang 
sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat memalukan. Akan 
tetapi jika datang meminta-minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak 
kelihatan dari jalan umum. 3 
Selanjutnya tentang pelancong yang tidak mempunyai penghasilan diatur 
dalam Pasal 505 KUHP yang menyatakan bahwa: 
1. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian mengembara 
kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama- 
lamanya tiga bulan; 
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal, (Bandung: Karya Nusantara, 1988) 327 
3 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, 




2. Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih 
yang masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum kurungan 
selama- lamanya enam bulan. 
Dalam penjelasan pasal tersebut R. Soesilo mendefinisikan pelancongan 
sama dengan mengembara, gelandangan atau bertualang dapat diartikan sebagai 
berkelana kesana-kemari berpindah-pindah dari tempat ketempat yang lain. Ini 
dapat dihukum apabila ia bertualang tidak mempunyai mata pencaharian yang 
jelas, biasanya dilakukan dengan meminta kesana-kemari. Seseorang yang 
bermaksud berkeliling negeri  atau  dunia  dengan  berjalan  kaki, meskipun 
seakan-akan  bertualang,  tidak masuk dalam pasal ini karena mereka mempunyai 
mata pencaharian yang jelas. 4 
Entang Sastraatmadja mengartikan lain, menurutnya gelandangan ialah 
sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih sering dijumpai dalam 
keadaan yang tidak lazim, seperti dikolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong 
sempit, di sekitar rel kereta api ataupun di setiap emperan toko, dan dalam 
hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka 
lainnya. 5 Dengan demikian maka gelandangan dapat diartikan sebagai orang- 
orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan 
yang layak dalam masyarakat pada umumnya serta tidak mempunyai tempat 
4 R. Soesilo, Op. Cit., 327 




tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di 
tempat umum. 
Keberlakuan KUHP ini bisa dilihat dari beberapa pemberitaan di media 
masa tentang kasus-kasus kriminalisasi yang dijatuhkan kepada masyarakat yang 
dianggap sebagai pengemis dan gelandangan, semisal putusan Pengadilan Negeri 
Temanggung menjatuhkan vonis satu bulan penjara kepada empat orang pengemis 
dalam sidang tindak pidana ringan di pengadilan tersebut (Rabu, /18/08/2010), 
pada sidang tersebut mereka satu persatu menceritakan kondisi keluarga dan 
perekonomiannya. Mereka rata-rata hidup dalam kondisi miskin. Maemunah (75) 
dan Suminah (74) merupakan janda tua yang harus hidup sendiri, sedangkan 
Muntamah (35) dan Yuliati (30) harus menghidupi kelima anak mereka sendirian, 
keduanya bahkan membawa anak bungsunya di ruang sidang. 6 
Sementara di Pekalongan dalam rangka 100 hari program kerja Kapolri 
Jenderal Pol Timur Pradopo, Polres Pekalongan melakukan razia. Dalam razia 
Penyakit Masyarakat (Pekat) tersebut yang menjadi target utama yakni, penjual 
Minuman Keras (Miras), pemberantasan premanisme, gelandangan dan pengemis 
(Gepeng), 9 gelandangan dan pengemis yang terjaring langsung di serahkan ke 
Pengadilan Negeri (PN) untuk disidang Tindak Pidana Ringan (senin 
/22/10/2011) 7 , menandakan kesan bahwa gelandangan dan pengemis layaknya 
6 http://www.antaranews.com/print/1282131250/empat-pengemis-divonis-satu-bulan-penjara- 
mengemis-lagi-penjara-lagi, diakses pada tanggal 12/04/2012 




seperti seorang kriminal yang patut di pidanakan. Alasan tersebut menurut 
Roeslan Saleh dikarenakan seringkali apabila di suatu kota akan diadakan 
keramaian dengan dalih dikhawatirkan akan banyak terjadi pencurian dan 
pencopetan, maka orang-orang yang mengemis dan bergelandangan itu ditangkap. 
Penangkapan terhadap gelandangan dan pengemis juga dilakukan pada waktu 
akan tibanya tamu-tamu asing di Indonesia, apakah ini tidak bertujuan untuk 
menyembunyikan kemiskinan dan kejorokan rakyat Indonesia. 8 
Dari penjelasan diatas permasalahan gelandangan dan pengemis dianggap 
sebagai suatu pelanggaran dalam hukum pidana dengan ketentuan mengemis dan 
bergelandang ditempat umum, akan tetapi ada beberapa pakar hukum 
menganggap bahwa KUHP Pasal 504 dan 505 bertentangan dengan Konstitusi, 
karena didalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
menyatakan bahwa: 
1. Fakir miskin dan anak-anak yang 
terlantar dipelihara oleh negara. 
2. Negara mengembangkan sistem jaminan 
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan 
tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 
3. Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 






4. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang- Undang. 
Pasal tersebut kemudian ditindak lanjuti dan diatur dengan Undang- 
Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 
penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 
terkait kewajiban negara dalam hal menuntun masyarakat dan memberikan 
bantuan kepada mereka untuk mencapai kesejahteraan. Dalam artian gelandangan 
dan pengemis tidak ditempatkan semata-mata sebagai subyek pelanggar 
ketertiban umum namun sebagai suatu permasalahan sosial bangsa yang 
kompleks, yang harus ditelusuri secara mendalam sebab-sebabnya dan 
penanganannya harus selaras dengan cita-cita bangsa. Hal ini terkait dengan 
politik hukum pidana dengan penerapan kebijakan sosial (social policy) termasuk 
hukum acaranya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam 
mencapai kesejahteraannya (social welfare) 9 . 
Hukum pidana positif peninggalan kolonial dan orde lama dirasakan sudah 
ketinggalan zaman sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan 
kondisi sosial yang diaturnya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 
belakangan ini adalah perubahan radikal yang meliputi hampir seluruh kehidupan 
masyarakat karena sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan dengan 





semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, hak 
asasi manusia dan demokrasi, pengemisan dan gelandangan yang dijadikan 
sebagai tindak pidana, dengan demikian dibutuhkan suatu kebijakan kriminal yang 
berkeadilan 10 
Ketidaksesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang 
dengan  kenyataan  dan  kebutuhan masyarakat  itulah  yang  dapat menyebabkan 
undang-undang itu disfungsional dan pada akhirnya dapat menjadi faktor 
kriminogen, salah satu contoh diantaranya adalah penghukuman kepada 
gelandangan dan pengemis dalam KUHP, karena dalam pandangan masyarakat 
pada umumnya perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (delik). 11 
Pengemis dan gelandangan itu tidaklah dapat disebut sebagai perbuatan yang 
menganggu ketertiban umum, karena perbuatan tersebut baru dianggap 
menganggu ketertiban apabila sudah sangat meresahkan masyarakat, yang 
dilakukan dengan cara-cara pemerasan, pemaksaan dan lain-lain sebagainya. 
Menurut Hermann Manheim dalam hal ketinggalan zaman, masalah utama 
yang dihadapi hukum pidana ialah: 12 
1. Penentuan  pandangan  tentang  nilai-nilai  terpenting manakah  (the most 
important values) yang ada pada masa pembangunan ini. 
10 Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana”, Jurnal Hukum No. 
11. Vol. 6 Tahun 1999, 1-2 
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni, 2005), 
202 




2. Penentuan  apakah  nilai-nilai  ini  diserahkan  untuk  dipertahankan  oleh 
hukum pidana ataukah diserahkan kepada  usaha-usaha lain untuk 
mempertahankannya. 
Hukum Islam juga melarang seseorang menjadi pengemis, namun ada 
kreteria-kreteria tententu yang membolehkan seseorang menjadi pengemis, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda : 13 
ﻭ ﻋ ﻦ ﹶﺍ ِﺑ ﻲ ِﺑ ﺸ ٍﺮ ﹶﻗ ِﺒ ﻴ ﺼ ﹶﺔ ﺑ ِﻦ ﹾﻟﺍ ﻤ ﺨ ِﺭﺎ ِﻕ ﺭ ِﺿ ﻲ ُﷲﺍ ﻋ ﻨ ﻪ ﹶﻗ ﹶﻝﺎ : ﺗ ﺤ ﻤ ﹾﻠ ﺖ ﲪ ﹶﺎ ﹶﻟ ﹰﺔ ﹶﻓ ﹶﺄ ﺗ ﻴ ﺖ ﺭ ﺳ ﻮ ﹶﻝ ِﷲﺍ ﺵ ﻰﻠﺻ 
ﷲﺍ ﻪﻬﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﹸﻟﹶﺄﺳﹶﺍ ﹶﺎﻬﻴِﻓ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ : ﻢِﻗﹶﺍ ﻰﺘﺣ ﺎﻨﻴِﺗﹾﺄﺗ ﹸﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺍ ﺄﻨﻓ ﻚﹶﻟﺮﻣ ﻢﹸﺛ،ﺎﻬِﺑ ﹶﻝﹶﺎﻗ : ﹶﺎﻳ ﹸﺔﺼﻴِﺒﹶﻗ ﱠﻥِﺍ 
ﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﺔﹶﻟ ﹶﻻ ﱡﻞِﺤﺗ ﺎﱠﻟِﺍ ﹶﺄِﻟ ِﺪﺣ ،ِﺔﹶﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ٍﻞﺟﺭ ﹶﻞﻤﺣ ﹰﺔﹶﻟﹶﺎﲪ ﺖﱠﻠﺤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﹸﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺎﻬﺒﻴِﺼﻳ ﻢﹸﺛ ،ﻚِﺴﻤﻳ 
ٍﻞﺟﺭﻭ ﻪﺘﺑﹶﺎﺻﹶﺍ ﹲﺔﺤِﺋﺎﺟ ﺖﺣﺎﺘﺟﹶﺍ ﹶﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺖﱠﻠﺤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﹸﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺐﻴِﺼﻳ ﻦِﻣﺎﻣﺍﻮِﻗ ٍﺶﻴﻋ ، ﺭﻭ ٍﻞﺟ 
ﻪﺘﺑﹶﺎﺻﹶﺍ ﹲﺔﹶﻗﹶﺎﻓ ﻰﺘﺣ ﹶﻝﻮﹸﻘﻳ ﹲﺔﹶﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﻦِﻣ ﻯِﻭﹶﺫ ﻰﺠِﳊﹾﺍ ﻦِﻣ ِﻪِﻣﻮﹶﻗ : ﺪﹶﻘﹶﻟ ﺖﺑﺎﺻﹶﺍ ﺎﻧﺎﹶﻠﹸﻓ ﹲﺔﹶﻗﺎﹶﻓ ﺖﱠﻠﺤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ 
ﻰﺘﺣ ﺐﻴِﺼﻳ ﻦِﻣﺎﻣﺍﻮِﻗ ٍﺶﻴﻋ ، ﹶﻝﺎﹶﻗﻭﹶﺍ : ﺍﺩﺍﺪِﺳ ﻦﻣ ٍﺶﻴﻋ ﺍﻮِﺳﺎﻤﹶﻓ ﻦﻫ ﻦِﻣ ِﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﺎﻳ ﹸﺔﺼﻴِﺒﹶﻗ ﺖﺤﺳ 
ﺎﻬﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﺎﺻ ﺎﻬﺜﺒِﺣ ﺘﺤﺳ ﺎ 
"Dari Abu Bisr Qabishah bin Al-Mukhariq,Ia berkata: Saya adalah orang 
yang menanggung beban yang sangat berat, maka saya mendatangi Rasulullah 
saw. untuk meminta beliau meringankan beban itu, kemudian beliau 
bersabda:tunggulah sampai ada zakat datang kesini, nanti aku akan suruh siamil 
untuk memberi bagianmu,.kemudian beliau bersaba: “Wahai Qobishoh, 





sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang: (1) 
seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia 
melunasinya, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia 
boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang 
yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari 
kaumnya berkata, 'Si fulan benar-benar telah tertimpa kesengsaraan', maka boleh 
baginya meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta 
selain ketiga hal itu, wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya 
berarti memakan harta yang haram." (HR. Muslim) 
Khalifah Umar bin Khattab ketika melihat orang tua tuna-netra meminta- 
minta dijalan raya, Umar mengetahui bahwa ia seorang yahudi, lalu beliau 
menanyakannya apa sebab yang mendorongnya meminta-minta, Yahudi itu 
menjawab ”yang mendorong saya ialah kebutuhan untuk memenuhi bayaran 
jizyah, keperluan dan keudzuran karena tua”, Umar menuntun orang tua tadi dan 
membawanya kerumah, lalu memberinya secukupnya. Kemudian Beliau perintah 
petugas baitul mal seraya berkata ”perhatikan orang ini dan orang yang senasib 
dengannya, demi Allah, kita tidak bersikap adil dengan orang ini; kita telah 
nikmati masa mudanya kemudian kita terlantarkan di hari tuanya. Sesungguhnya 
sedekah itu untuk fakir miskin, dan orang ini adalah golongan miskin Ahlul 
Kitab” 14 





Peristiwa yang dialami oleh Khalifah Umar Bin Khattab diatas dapat 
digunakan rujukan awal bahwa mengemis ditempat umum tidak dilarang selama 
alasan-alasan mengemisnya dibolehkan oleh syari’at. Artinya seorang pemimpin 
harus selektif sebelum mengambil kebijakan dengan melihat apakah sipengemis 
ini meminta-minta karena sebab yang dibolehkan oleh syari’at atau tidak, dan 
apabila ia meminta-minta tanpa sebab yang dibolehkan oleh syari’at maka ia bisa 
dijatuhi hukuman ta’zir meskipun ia tidak meminta ditempat umum. Sesuai 
dengan Sabda Rasulullah SAW "Barangsiapa meminta-minta kepada sesama 
manusia dengan maksud memperkaya harta kekayaannya, maka ia sesungguhnya 
ia memakan bara api." 15 
Dalam periode selanjutnya dipertegas lagi oleh surat tugas dari Khalifah 
Ali r.a kepada gubernurnya di mesir yang berbunyi “takutlah kepada Allah, 
ingatlah kepada Allah, terhadap golongan yang rendah, yaitu : mereka yang tidak 
berdaya, orang miskin, orang yang butuh, orang yang papa, orang yang 
berpenyakit menahun; sesungguhnya didalam golongan ini ada orang yang terang- 
terangan meminta atau mengharapkan bantuan tanpa meminta-minta. Peliharalah 
rasa tanggung jawabmu kepada Allah tentang hak yang dipertaruhkan kepadamu 
mengenai mereka itu, berilah kepada mereka itu bagian tertentu dari baitul mal 
setempat dan bagian tertentu dari penghasilan harta rampasan perang di tiap-tiap 
negeri, yang jauh dari mereka sama seperti yang dekat, dan masing-masing 





mereka itu ditugaskan kepadamu untuk memelihara haknya. Maka janganlah 
menyamarkan pandanganmu tentang mereka, karena adanya kekayaan yang 
mendadak, sebab engkau tidak akan dimaafkan terhadap soal-soal kecil, meskipun 
merapikan kebanyakan soal-soal yang penting. Janganlah engkau jauhkan 
perhatianmu dari mereka serta bersikap sombong kepada mereka, telitilah hal 
ikhwal orang-orang yang tidak engkau terima laporannya tentang mereka, yang 
tidak begitu menarik perhatian serta tidak dihargai oleh kebanyakan orang; untuk 
soal ini tugaskanlah orang-orang kepercayaanmu yang taqwa dan tawadlu’ agar 
dapat melaporkan kepadamu hal ikhwal mereka itu....” 16 
Surat tugas dari Ali bin Abi Thalib r.a. bukanlah sekedar kata-kata 
tersusun indah diatas kertas saja, tetapi menjadi undang-undang yang berlaku, 
kerena di intruksikan oleh seorang Kepala Negara kepada Gubernurnya agar 
dilaksanakan seutuhnya, dapat dikatakan perlindungan terhadap gelandangan dan 
pengemis menjadi salah satu hal yang utama dalam sistem perundang-undangan 
dinegara Islam dan menjadi kewajiban Ulil Amri untuk menyantuni mereka. 
Dari beberapa penjelasan diatas tampak ada perbedaan pendapat mengenai 
KUHP pasal 504 dan 505 tentang gelandangan dan pengemis serta bagaimana 
relevansinya dengan Hukum Islam, sehingga menarik bagi penulis untuk 
membahasnya lebih mendalam 





Dari latar belakang yang penulis sampaikan, tampak ada ketidak sesuaian 
antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 Dengan 
Konstitusi indonesia yaitu; Undang-Undang Dasar 1945 yang secara hierarki 
lebih tinggi dan menjadi sumber hukum dari seluruh hukum yang ada 
dibawahnya, pun demikian dengan Hukum Islam. 
Dalam kajian yang akan penulis lakukan tentang kriminalisasi 
gelandangan dan pengemis tentunnya akan sangat luas pembahasanya, dapat 
ditinjau secara sosiologis, dapat ditinjau secara normatif hukumnya, ataupun 
ditinjau dalam realisasi penanganan atau penegakan aturan hukumnya, Dll. 
Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak 
dikaji atau diteliti adalah tentang kesesuaian aturan-aturan hukum atau norma- 
norma hukum yang berlaku antara yang satu dengan yang lain, yang berkaitan 
dengan perbuatan mengemis dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan. 
Norma hukum yang hendak dikaji adalah KUHP pasal 504 dan 505 yang 
dianalisis dengan Norma hukum yang tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi dan 
ditambahkan pula analisis dari Hukum Islam 
C. Rumusan Masalah 
Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan 
dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis Konstitusi di 




2. Bagaimana analisis Hukum Islam 
terhadap KUHP Pasal 504 dan 505 ? 
D. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 
dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan 17 . 
Berkaitan dengan tema gelandangan dan pengemis pernah dibahas oleh salah satu 
mahasiswa Fakultas Sya’riah IAIN Sunan Ampel yang bernama Ahmad Habibi 
Risad dengan judul “Studi Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Kesadaran 
Hukum Bagi Pengemis Menurut Pasal 504 KUHP Di Surabaya”. 
Pembahasan yang dilakukan terkait pengemis ini menitikberatkan pada 
penerapan kesadaran hukum mengemis di kota Surabaya yang menerapkan pasal 
504 KUHP dengan kesimpulan bahwa pengemis yang melakukan pengemisan di 
tempat umum di jerat dengan pasal 504 telah sesuai dengan hukum pidana islam 
dan masuk dalam kategori jarimah ta’zir. 
Berbeda dengan kajian sebelumnya, penulis akan membahas dari 
sisi normatif hukumnya apabila dikaitkan dengan Konstitusi dan Hukum 
Islam, untuk itu penulis mengajukan penelitian dengan judul “Kriminalisasi 
Perbuatan Mengemis Di Tempat Umum Dan Pelancong Yang Tidak Mempunyai 




Penghasilan (Analisis Pasal 504 dan 505 KUHP dalam Perspektif Konstitusi dan 
Hukum Islam )” 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan 
di atas tadi adalah : 
1. Untuk mengetahui secara jelas tentang kriminalisasi perbuatan mengemis di 
tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam 
KUHP pasal 504 dan 505 menurut Konstitusi 
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang kriminalisasi perbuatan mengemis di 
tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam 
KUHP pasal 504 dan 505 menurut Hukum Islam 
F. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek: 
1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang 
kriminalisasi perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak 
mempunyai penghasilan menurut konstitusi dan hukum islam serta korelasinya 
dengan KUHP pasal 504 dan 505 
2. Aspek terapan praktis, dapat memberikan gambaran hukum tentang pasal 504 
dan 505 tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang 




Hukum Islam, gambaran ini dimaksudkan memberikan masukan kepada 
penulis dan pembaca. 
G. Definisi Operasional 
Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan 
dan dibatasi pengertian dari judul skripsi. 
1. Kriminalisasi : Proses berubahnya status suatu tindakan, dalam suatu 
masyarakat yang pada dasarnya / mulanya tidak dianggap sebagai tindakan 
pidana, namun kemudian dipandang suatu tindakan pidana 18 
2. Perbuatan mengemis : orang-orang yang mendapat penghasilan dengan 
meminta-meminta dengan berbagai macam cara dan alasan untuk 
mengharapkan belas kasihan orang banyak 
3. Pelancong : orang yang hidup mengembara dan berkelana dari satu tempat ke 
tempat lainnya serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang 
tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum 
4. Konstitusi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
5. Hukum Islam : peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan yang 
dilarang (jarimah) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil terperinci 
berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, dan pendapat Ulama’. 
6. KUHP : Hukum tertulis yang digunakan sebagai sumber pokok hukum 
pidana yang berlaku di Indonesia 





H. Metode Penelitian 
1. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Data yang diambil dari Al-Qur’an, Hadist, Undang-Undang Dasar 
1945, dan KUHP Pasal 504 dan 505 yang berkaitan dengan perbuatan 
mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai 
penghasilan tetap. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data yang diambi dari buku, karya ilmiah, dan internet antara lain: 
1) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karya C. S. T 
Kansil 
2) Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi karya Moh 
Mahfudz MD 
3)Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Karya Andi Hamzah 
4) Pembaharuan Hukum Acara Pidana karya Al. Wisnubroto dan G. 
Widiartana 
5) Metodologi Studi Islam karya Abuddin Nata 
6) Negara Hukum karya Prof Dr. H. Muhammad Tahriri Azhary 
7) Kaidah Fiqh jinayah karya Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal 





9) Metode Penelitian Hukum karya Zainuddin Ali 
2. Tehnik Penelitian 
A. Pendekatan masalah 
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang- 
undangan (statute approach). Analisis terhadap peraturan perundang- 
undangan akan menghasilkan jawaban, yaitu semakin banyak kesamaan 
kategori yang tampak, semakin besar pula kemungkinan pemberlakuan 
ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan terhadap suatu 
masalah. Sebaliknya, semakin banyak perbedaan katagori yang tampak, 
semakin kecil relevansi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 
terhadap suatu permasalahan Penelitian ini menggunakan pendekatan 
tersebut karena yang akan diteliti adalah berbagai aspek hukum dan aturan 
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisa 
hukum yang dihasikan oleh suatu penelitian hukum normatif yang 
menggunakan pendekatan aspek–aspek hukum dan perundang-undangan. 19 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). 20 Studi 
kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui 
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, 





internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 
C. Metode Analisis Data 
Untuk menganalisa data yang telah penulis peroleh, penulis 
menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1) Deskripsi, menggambarkan dan menguraikan secara detail terkait 
kriminalisasi bagi gelandangan dan pengemis dalam KUHP pasal 504 
dan 505 
2) Verifikasi, yaitu melakukan peninjauan terhadap pasal 504 dan 505 KUHP 
tentang kriminalisasi gelandangan dan pengemis. Peninjauan ini dilakukan 
dengan menggunakan konstitusi dan hukum Islam. 
I. Sistematika Penelitian 
Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu: 
Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan 
gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi 
latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II, bab ini materi yang akan dibahas adalah tentang Teori Konstitusi 
dan Hukum Islam tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong 
yang tidak mempunyai penghasilan : A. Teori Konstitusi tentang perbuatan 




B. Teori Hukum Islam tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan 
pelancong yang tidak mempunyai penghasilan. 
Bab III, bab ini mengemukakan tentang kriminalisasi perbuatan mengemis 
di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam pasal 
504 dan 505 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : A. Kebijakan 
kriminalisasi B. Perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak 
mempunyai penghasilan dalam pasal 504 dan 505 KUHP C. Sanksi pidana 
perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai 
penghasilan dalam pasal 504 dan 505 KUHP 
Bab IV, bab ini mengemukakan tentang Analisis Konstitusi dan Hukum 
Islam terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang 
perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai 
penghasilan. 






KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN 
MENGEMIS DI TEMPAT UMUM DAN PELANCONG YANG 
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN 
A. Kebijakan Sosial (Social Policy) Dalam  Konstitusi 
Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan 
berbagai aturan konvesi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan 
aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi 
terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau 
pokok negara karena ia hanya memuat aturan-aturan umum yang masih 
bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, 
tidak disertai norma sekunder. 1 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai jantung dan 
jiwa negara memberi tahu kita tentang apa maksud membentuk negara, 
bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta 
asas-asas kehidupan yang terdapat didalamnya. Dengan Undang-Undang 
Dasar, suatu negara sebagai sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas 




dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. 2 
Undang-Undang Dasar sangat penting bagi penyelenggaraan hukum 
suatu negara. Oleh karena itu pada saat tertentu hukum perlu melihat panduan 
yang diberikan oleh undang-undang dasarnya. Hal tersebut terjadi, misalnya, 
pada saat hukum mengalami kebuntuan dikarenakan perubahan kondisi sosial 
yang diaturnya dan tidak tahu kemana harus melangkah. Pada saat itulah kita 
akan mencari dan menemukan asas-asas besar yang tersimpan dalam 
Undang-Undang Dasar. 3 
Untuk menggagas bagaimana Indonesia berhukum, maka haruslah 
berangkat dari perspektif kolektif dalam struktur sistem peradilan sehingga 
membentuk konstruksi sebagai suatu kesatuan yang searah kepada sasaran 
tertentu. Sasaran tertentu itu tidak melenceng yang secara eksplisit disebutkan 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam membentuk 
pemerintahan negara Indonesia adalah yang bertujuan melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana nilai-nilai 
tersebut sudah mengristal bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak boleh 
sedikit pun menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam menjalankan hukum 
di Indonesia. 4 
2 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta : Genta 
Publishing, 2009), 81 
3 Ibid.,82 




Konsep negara yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana 
pernyataan Jimly Ashiddiqie  bahwa,  “Undang-Undang  Dasar  1945  bukan 
hanya  konstitusi  politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, 
dan karena itulah konsep negara yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 
1945 adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan sejatinya adalah 
strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar 
kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara terencana, 
melembaga dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup 
jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan 
pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja dan 
kehamilan. 5 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “Fakir 
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat (1) 
tersebut yang selanjutnya diikuti dengan 2 dan 3 ayat, yang merupakan pasal 
yang mengatur kesejahteraan sosial. Pasal tersebut juga bermakna kewajiban 
negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan usaha yang 
maksimal guna mensejahterahkan masyarakatnya sebagai suatu tanggung 
jawab negara terhadap warga negara. 
Pengertian ‘tanggung jawab’ yang dipakai Magnis Suseno berbicara 
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tentang tanggung jawab positif (positive responsibility), padahal yang tidak 
kalah penting, adalah juga tanggung jawab negatif (negative responsibility) 
dari negara. Secara sederhana, tanggung jawab positif mengharuskan kita 
melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, sementara tanggung jawab 
negatif mengharuskan kita tidak melakukan sesuatu yang buruk atau 
membahayakan orang lain. Dengan melakukan tanggung jawab positif, negara 
berarti memang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, misalnya, 
memberikan bantuan atau pertolongan, untuk rakyat yang miskin. 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa: 
negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan serta tercapainya kesejahteraan sosial. Jadi, 
Jaminan sosial tersebut tidak terbatas pada pekerja, pegawai negeri sipil, 
pejabat negara dan TNI/Polri. 
Kesejahteraan sosial dalam berbagai bentuk kegiatan meliputi semua 
bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan 
atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai 
keseluruhan. Dapat pula mencakup upaya dan kegiatan-kegiatan yang secara 
langsung ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan masalah sosial, misalnya 
masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial, serta pengembangan 




masalah-masalah sosial dirasakan berat dan menganggu perkembangan 
masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial. 
Secara konseptual jaminan sosial juga beranjak   dari amanat dan 
makna Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3) yang 
menyebutkan bahwa:“setiap orang mempunyai hak dasar untuk   mendapatkan 
pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya (basic living need) untuk 
mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 
Didalam pasal ini jelas dikatakan hak dasar setiap warga negara dan 
kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. 
Hal tersebut diatur lebih rinci dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 
Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 mendefinisikan kesejahteraan sosial 
adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 
negara agar dapat   hidup   layak   dan mampu mengembangkan diri, sehingga 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan: 
“Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan  sosial”. 
Pasal 5 menyebutkan: 
1. Penyelenggaran kesejahteraan sosial ditujukan kepada: 
a. Perseornagan 
b. Keluarga; 





2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang 





e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 
f. Korban bencana; dan/atau 
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 
Penjelasan Pasal 7 menyatakan bahwa, seseorang yang mengalami 
disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik 
dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, 
eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma 
ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, 
korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan 
kebutuhan khusus. 
Pasal 2 menyatakan tanggung jawab pemerintah dalam 
menyelenggarakan  kesejahteraan sosial meliputi: 





b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 
c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan 
perlindungan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial; 
e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam 
melaksanakan tanggung  jawab sosialnya; 
f.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang 
kesejahteraan sosial; 
g. Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi 
pelayanan kesejahteraan sosial; 
h. Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan 
aktifitas pembangunan 
i.Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial; 
j.Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 
k. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional 
dalam penyelenggaraan sosial; 
l.Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; 





n. Mengalokasikan anggaran untuk peyelenggaraan kesejahteraan sosial 
dalam anggaran pendapatan dan belanja  negara. 
Berdasarkan penjelasan diatas sistem jaminan sosial merupakan 
instrumen negara untuk mencegah kemiskinan, memberdayakan komunitas 
penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Setiap 
warga negara mempunyai hak untuk dilindungi, diayomi dan disejahterakan 
oleh negara. 
B. Hukum Islam Tentang Perbuatan Mengemis di Tempat Umum dan Pelancong 
yang Tidak Mempunyai Penghasilan 
Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras seperti sabda nabi 
Muhammad saw. yang menggambarkan betapa rendah/hinanya perbuatan 
mengemis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 6 
ﹾﻥَﻷ ﺐِﻄﺘﺤﻳ ﻢﹸﻛﺪﺣﹶﺃ ﹰﺔﻣﺰﺣ ﻰﹶﻠﻋ ِﻩِﺮﻬﹶﻇ ﺧ ﺮﻴ ﻦِﻣ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻝﹶﺄﺴﻳ ﺍﺪﺣﹶﺃ ﻪﻴِﻄﻌﻴﹶﻓ ﻭﹶﺃ ﻪﻌﻨﻤﻳ ُ 
Artinya : Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat 
kayu bakar dipunggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta 
(mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. 
(HR. Bukhari) 
Bekerja keras dengan menggunakan tangan, itu adalah salah satu 
pekerjaan terbaik bahkan inilah cara kerja para nabi 'alaihimush sholaatu wa 
6 Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid I, Penerjemah : Ahmad Sunarto , (Jakarta : 




salaam. Dari Al Miqdam, dari Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau 
bersabda, 7 
ﺎﻣ ﹶﻞﹶﻛﹶﺃ ﺪﺣﹶﺃ ﹶﻃ ﺎﻣﺎﻌ ّﹸﻂﹶﻗ ﺍﺮﻴﺧ ﻦِﻣ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﹸﻛﹾﺄﻳ ﻦِﻣ ِﻞﻤﻋ ِﻩِﺪﻳ ، ّﹶﻥِﺇﻭ ّﻰِﺒﻧ ِﻪّﹶﻠﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ - ِﻪﻴﹶﻠﻋ ﻡﹶﻼّﺴﻟﺍ - 
ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹸﻞﹸﻛﹾﺄﻳ ﻦِﻣ ِﻞﻤﻋ ﻩِﺪﻳ ِ 
"Tidak ada seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil 
kerja keras tangannya sendiri. Dan Nabi Daud 'alaihis salam makan dari hasil kerja 
keras tangannya. (HR. Bukhari) 
Pada dasarnya mengemis termasuk cara mencari harta yang diharamkan 
oleh Allah SWT, karena itu, mengemis tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim 
kecuali bila sangat terpaksa, sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : 8 
ﻦﻋﻭ ﻲِﺑﹶﺍ ٍﺮﺸِﺑ ﻴِﺒﹶﻗ ِﻦﺑﹶﺔﺼ ِﻕِﺭﺎﺨﻤﹾﻟﺍ ﻲِﺿﺭ ُﷲﺍ ﻪﻨﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗ : ﺖﹾﻠﻤﺤﺗ ﹰﺔﹶﻟﹶﺎﲪ ﺖﻴﺗﹶﺄﹶﻓ ﹶﻝﻮﺳﺭ ِﷲﺍ ﺵ ﻰﻠﺻ 
ﷲﺍ ﻪﻬﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﹸﻟﹶﺄﺳﹶﺍ ﹶﺎﻬﻴِﻓ ﹶﻝﺎﹶﻘﹶﻓ : ﻢِﻗﹶﺍ ﻰﺘﺣ ﺎﻨﻴِﺗﹾﺄﺗ ﹸﺔﹶﻗﺪﺼﻟﺍ ﺄﻨﻓ ﻚﹶﻟﺮﻣ ﻢﹸﺛ،ﺎﻬِﺑ ﹶﻝﹶﺎﻗ : ﹶﺎﻳ ﹸﺔﺼﻴِﺒﹶﻗ ﱠﻥِﺍ 
ﹶﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﻻ ﱡﻞِﺤﺗ ﺎﱠﻟِﺍ ﹶﺄِﻟ ِﺪﺣ ،ِﺔﹶﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ٍﻞﺟﺭ ﹶﻞﻤﺣ ﹰﺔﹶﻟﹶﺎﲪ ﺖﱠﻠﺤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﹸﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺎﻬﺒﻴِﺼﻳ ﻢﹸﺛ ،ﻚِﺴﻤﻳ 
ٍﻞﺟﺭﻭ ﻪﺘﺑﹶﺎﺻﹶﺍ ﹲﺔﺤِﺋﺎﺟ ﺖﺣﺎﺘﺟﹶﺍ ﹶﺎﻣ ﻪﹶﻟ ﺖﱠﻠﺤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﹸﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺐﻴِﺼﻳ ﻦِﻣﺎﻣﺍﻮِﻗ ٍﺶﻴﻋ ، ٍﻞﺟﺭﻭ 
ﹶﺍ ﻪﺘﺑﹶﺎﺻ ﹲﺔﹶﻗﹶﺎﻓ ﻰﺘﺣ ﹶﻝﻮﹸﻘﻳ ﹲﺔﹶﺛﺎﹶﻠﹶﺛ ﻦِﻣ ﻯِﻭﹶﺫ ﻰﺠِﳊﹾﺍ ﻦِﻣ ِﻪِﻣﻮﹶﻗ : ﺪﹶﻘﹶﻟ ﺖﺑﺎﺻﹶﺍ ﺎﻧﺎﹶﻠﹸﻓ ﹲﺔﹶﻗﺎﹶﻓ ﺖﱠﻠﺤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ 
ﻰﺘﺣ ﺐﻴِﺼﻳ ﻦِﻣﺎﻣﺍﻮِﻗ ٍﺶﻴﻋ ، ﹶﻝﺎﹶﻗﻭﹶﺍ : ﺍﺩﺍﺪِﺳ ﻦﻣ ٍﺶﻴﻋ ﺍﻮِﺳﺎﻤﹶﻓ ﻦﻫ ﻦِﻣ ِﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﺎﻳ ِﺒﹶﻗ ﹸﺔﺼﻴ ﺖﺤﺳ 
ﺎﻬﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﹶﺎﺻ ﺎﻬﺜﺒِﺣ ﺎﺘﺤﺳ 
7  Ibid., 517 





"Dari Abu Bisr Qabishah bin Al-Mukhariq,Ia berkata: Saya adalah orang 
yang menanggung beban yang sangat berat, maka saya mendatangi Rasulullah 
saw. untuk meminta beliau meringankan beban itu, kemudian beliau 
bersabda:tunggulah sampai ada zakat datang kesini, nanti aku akan suruh siamil 
untuk memberi bagianmu,.kemudian beliau bersaba: “Wahai Qobishoh, 
sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang: (1) 
seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia 
melunasinya, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia 
boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang 
yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari 
kaumnya berkata, 'Si fulan benar-benar telah tertimpa kesengsaraan', maka boleh 
baginya meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta 
selain ketiga hal itu, wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya 
berarti memakan harta yang haram." (HR. Muslim ) 
Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada tiga orang yang 
dibolehkan mengemis antara lain : 
1. Orang yang memikul beban tanggungan yang berat (diluar kemampuannya), 
maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti, tidak 
meminta-minta lagi; 
2. Orang  yang  tertimpa  musibah  yang menghabiskan  hartanya, maka  dia 
tidak boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan 
hidupnya; 
3. Orang   yang   tertimpa kemiskinan   sehingga   tiga   orang   yang   sehat 
pikirannya  dari  kaumnya mengagapnya benar-benar miskin, maka dia 




Sedangkan selain dari 3 (tiga) golongan tersebut maka meminta-minta haram 
hukumnya. perbutan tersebut merupakan tindakan merendahkan derajat dan 
martabat bukan hanya dimata manusia, tapi juga di hadapan Tuhan serta 
menjatuhkan agama islam, seperti sabda rasulullah Saw : 9 
ﹸﺔﹶﻟﹶﺄﺴﻤﹾﻟﺍ ّﺪﹶﻛ ّﺪﹸﻜﻳ ﺎﻬِﺑ ﹸﻞﺟّﺮﻟﺍ ﻪﻬﺟﻭ ﺎّﹶﻟِﺇ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻝﹶﺄﺴﻳ ﹸﻞﺟّﺮﻟﺍ ﺎﻧﺎﹶﻄﹾﻠﺳ ﻭﹶﺃ ﻲِﻓ ٍﺮﻣﹶﺃ ﺎﹶﻟ ّﺪﺑ ﻪﻨِﻣ 
"Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia 
meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh." (HR. 
Tirmidzi ) 
Dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman 
kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat suatu jarimah, sebab 
larangan-larangan atau perintah saja tidak cukup. 
Sebaliknya suatu jarimah boleh jadi malah membawa keuntungan, namun 
keutungan ini tidak menjadi pertimbangan syara’ dan oleh karena itu syara’ 
melarang perbutan itu karena segi kerugiannya yang dijadikan pertimbangan. 
Ringkasnya dasar pelarangan suatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan 
masyarakat. Tuhan sendiri yang mengadakan pelarangan-pelarangan tidak akan 
mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagai mana juga tidak akan 
menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. 




Syari’at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan 
perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara 
kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. 
Syari’at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan 
perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara 
kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. 
Meskipun demikian, terdapa perbedaan yang jauh antara keduanya yaitu syara’ 
menganggap akhlak yang tertinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu 
syariaat sangat memperhatikan soal akhlak, dimana tiap-tiap perbutan yang 
bertentangan dengan akhlak yang tinggi diancam hukuman. Akan tetapai tidak 
halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal akhlak 
sama sekali, baru mengambil tindakan, apabila perbutan tersebut membawa kerugian 
langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat. 
Perhatian syara’ yang lebih menekankan kepada segi akhlak itu disebabkan 
karean hukum-hukum syariat ditegakkan atas dasar agama, sedang agama 
memerintahkan akhlak yang baik dan menganjurkan keuramaan serta bertujuan 
membentuk masyarakat yang baik. Persialan akhlak yang baik tidak mendapat 
perhatian utama pada hukum-hukum positif, karena hukum ini tidak didasarkan atas 





Perbuatan kelompok pengemis dan gelandangan yang kedua tersebut 
termasuk kategorisasi jarimah ta’zir yang bentuk dan beratnya hukumannya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan 
berdasarkan nilai keadilan, dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash 
(ketentuan-ketentuan) Syara' dan prinsip-prinsip yang umum. 10 
Pengertian ta'zir ialah memberi pengajaran (At-Ta'dib). Tetapi untuk hukum 
Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan 
macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya 
menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampi kepada 
yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih 
hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah ta'zir serta 
keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak 
mempunyai batas-batas tertentu 
Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada para penguasa 
ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan- 
kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik- baiknya terhadap keadaan yang 
mendadak. Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh para penguasa, ialah 
kalau jarimah ta'zir pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan 
menjadi perbuatan yang tidak dilarang kapan pun juga. Akan tetapi jarimah ta'zir 




kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat 
menghendaki demikian. 11 
Adapun bentuk dan macam-macam hukuman ta'zir adalah: 
1. Hukuman Jilid 
Hukuman Jilid merupakan hukuman pokok dalam Syari'at Islam, dimana 
untuk jarimah jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali 
untuk zina dan delapan puluh kali untuk gadzaf untuk jarimah jarimah ta'zir tidak 
tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah jarimah ta'zir yang berbahaya, 
hukuman Jilid lebih diutamakan. Adapun sebab-sebab diutamakannya hukuman 
tersebut dikarenakan; Pertama, lebih banyak berhasil dalam memberantas orang- 
orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana. Kedua, 
hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah 
dimana hakim bisa memilih jumlah Jilid yang terletak antara keduanya yang lebih 
sesuai dengan keadaan pembuat. Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya 
tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha 
pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman jilid bisa 
dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas. Keempat, dengan 
hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat- akibat buruk penjara, seperti 




rusak akhlak serta kesehatan dan membiasakan sikap mengaggur serta bermalas- 
malasan. 12 
2. Hukuman Kawalan (penjara kurungan) 
Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari' at Islam, yaitu 
a. Hukuman Kawalan Terbatas 
Batas terendah bagi hukuman ini ialah satu hari, sedang batas setinggi- 
tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama syafi'iyah menetapkan 
batas tertinggi, yaitu satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan 
pengasingan dalam jarimah zina. 13 
b. Hukuman kawalan tidak terbatas 
Hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, 
melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik 
untuk pribadinya. 40 Orang yang dikenakan hukuman tersebut ialah penjahat 
yang berbahaya atau orang-orang yang berulang kali melakukan jarimah- 
jarimah yang berbahaya, atau orang-orang yang tidak tegas dijatuhi hukuman- 
hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan 
atau pencurian 
3. Hukuman Ancaman (tahdid), Teguran (tanbih) dan Peringatan 
Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan 






dijilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, jika pembuat 
mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan 
keputusannya, kernudian menunda pelaksanaannya sarnpai waktu tertentu. 
Teguran juga merupakan- hukuman ta'zir, kalau pembuat juga dijatuhi hukuman 
tersebut. Hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw terhadap 
sahabat Abu Zarr yang memaki- maki orang lain, kemudian dihinakan dengan 
menyebut-nyebut ibunya. Dan teguran untuk Abdurrahman bin Auf yang juga 
memaki-maki seorang hamba biasa. Hukuman peringatan (alwa'dhu) juga 
ditetapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat. 14 
Ada hukuman yang lebih ringan daripada itu, yaitu disiarkannya nama 
pembuat atau dihadapkannya ke muka pengadilan. Pada masa dahulu penyiaran 
din pembuat diadakan dengan jalan memanggil-manggil namanya dipasar-pasar 
atau ditempat tempat umum. Akan tetapi pada masa sekarang penyiaran tersebut 
diadakan dengan jalan mengumumkan keputusan hakim di surat-surat kabar atau 
ditempat- tempat umum. 
4. Hukuman Denda (al-Gharamah) 
Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam Antara lain, mengenai 
pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dengan dua kali 
lipat harga buah tersebut. 15 






Di antara hukuman ta'zir dalam Syari'at Islam ialah pengucilan sebagai 
hukuman terhadap istri yang dinyatakan dalam firman Allah yang artinya : 
"Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dan tempat mereka ".(QS. An 
Nisa' : 34). 
Rasulullah saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga 
orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah 






KRIMINALISASI PERBUATAN MENGEMIS DI TEMPAT UMUM 
DAN PELANCONG YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN 
DALAM PASAL 504 DAN 505 KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PIDANA (KUHP) 
A. Kebijakan Kriminalisasi 
Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materiil 
(substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai 
tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana 
tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai 
perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi 
pidana. 1 
Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau 
penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat 
atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat 
dipidana menjadi perbuatan pidana  atau membuat suatu perbuatan menjadi 
perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja 
atas namanya. 2 
1 Salman Luthan, “Asas Dan Kreteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009, 1 




Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu 
pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang 
merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (judgments) yang 
wujud akhirnya adalah suatu penimbangan normatif (judgments) yang wujud 
akhirnya adalah suatu penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang 
dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana 
perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana 
Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif 
nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai 
yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang 
tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang 
tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan 
badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku 
manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana. 3 
Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup 
kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang 
diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian 
kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana 
dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana 
terhadap tindak pidana yang sudah ada. 




Kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks dan terpisah-pisah 
Kompleksitas kriminalisasi terletak pada begitu banyak faktor yang terkait dan perlu 
dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, dan di antara faktor-faktor tersebut 
adakalanya terdapat perbedaan yang sangat tajam. Kompleksitas itu berkaitan 
dengan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, dimana jenis perbutan yang dapat 
dikriminalisasi tersebut bukan hanya meliputi perbuatan yang secara esensial 
mengandung sifat jahat, tapi juga mencakup perbuatan netral yang secara hakiki 
tidak mengandung unsur jahat. 
Kompleksitas kriminalisasi juga tampak dalam beragamnya pilihan 
instrumen pengaturan kehidupan masyarakat di mana hukum pidana hanya salah 
satu instrumen pengaturan kehidupan sosial yang tersedia Instrumen pengaturan 
kehidupan sosial lainnya adalah hukum perdata, hukum administrasi, moral, agama, 
disiplin, dan kebiasaan. Hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen 
pertama (primum remedium) untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan 
sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) untuk mengontrol tingkah laku 
individu dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana 
untuk mengatur masyarakat mengenai aktivitas tertentu bukan suatu keharusan, 






Kompleksitas kriminalisasi berkaitan juga dengan perubahan sosial dalam 
masyarakat yang berlangsung secara cepat. Perubahan sosial merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Bila masyarakat berubah, maka 
hukum akan ikut berubah pula. Perubahan hukum merupakan resultante dari 
perubahan masyarakat. 
Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan besar 
dalam susunan masyarakat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan 
perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta 
jiwa.  Dengan kata lain, perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan 
fungsi masyarakat, tetapi di dalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap dan 
pola tingkah laku masyarakat. 5 
Akibat perubahan sosial tersebut, perbuatan-perbuatan tertentu yang dulu 
dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela atau merugikan masyarakat, kini dianggap 
sebagai perbuatan yang wajar dan tidak tercela, sebaliknya ada pula perbuatan- 
perbuatan tertentu yang dulu dikualifikasikan sebagai perbuatan yang wajar, kini 
berubah sifatnya menjadi perbuatan jahat, tercela dan merugikan masyarakat. 
Dalam menentukan perilaku apa yang akan dikriminalisasi seharusnya 
diawali dengan melihat perilaku tersebut menjadi wilayah publik atau privat, jika 
perilaku-perilaku tersebut masuk pada wilayah privat maka tidak perlu 




dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah dapat dikriminalisasi jika 
sangat merugikan kepentingan masyarakat. 
Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan 
dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang 
mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk : 
a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil 
yang ingin dicapai, 
b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan 
tujuan-tujuan yang ingin dicari, 
c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan 
prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, 
dan 
d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau 
dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. 6 
Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa 
dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal- hal sebagai 
berikut: 
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, 
yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan 
spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum 





pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran 
terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan 
pengayoman masyarakat. 
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan 
yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat. 
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil 
(cost benefit principle). 
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai 
ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 7 
B. Kriminalisasi Perbuatan Mengemis di Tempat Umum Dan Pelancong yang Tidak 
Mempunyai Penghasilan Dalam Pasal 504 dan 505 KUHP 
Perbuatan mengemis dan pelancong di tempat umum diatur dalam 
buku III KUHP yang di kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap 
ketertiban umum. tindak pidana pengemisan diatur dalam pasal 504 KUHP, 
sedangkan tindak pidana pelancong diatur dalam pasal 505 KUHP. 
Adapun aturan pidana tentang perbuatan mengemis yang terdapat dalam 
Pasal 504 menyatakan bahwa : 




1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena 
minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu; 
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau 
lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan 
selama-lamanya tiga bulan. 
Larangan ini sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat 
memberi fakir miskin. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu 
yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta 
pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, 
misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam 
penjelasan pasal ini dapat menggangu pada orang-orang yang sedang berpergian, dan 
dianggap kurang pantas dan amat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta- 
minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum. 8 
R.  Soesilo mendefinisikan minta-minta  atau mengemis  dapat  dilakukan 
dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga 
dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main 
biola, gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko- 
toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar. 9 Dalam pengertian 
lain pengemis adalah orang-orang yang mendapat  penghasilan  dari meminta- 
8 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 133-134 
9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal 




minta  di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan 
dari orang. 
Dengan demikian maka definisi pengemis adalah orang-orang yang mendapat 
penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan 
alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang. Cara yang dimaksud adalah dengan 
mengamen atau melakukan minta sumbangan yang disertai dengan surat keterangan 
miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Camat yang memuat keterangan 
bahwa yang bersangkutan fakir miskin atau anak yatim. 
Sedangkan aturan pidana tentang pelancong yang tidak punya 
penghasilan terdapat dalam pasal 505yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian 
mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan 
selama-lamanya tiga bulan; 
2. Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau 
lebih yang masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum 
kurungan selama-lamanya enam bulan. 
Dalam penjelasan pasal tersebut R. Soesilo mendefinisikan pelancongan 
sama dengan mengembara, gelandangan atau bertualang dapat diartikan sebagai 
berkelana kesana-kemari berpindah-pindah dari tempat ketempat yang lain. Ini 
dapat dihukum apabila ia bertualang tidak mempunyai mata pencaharian yang jelas, 




berkeliling negeri  atau  dunia  dengan  berjalan  kaki, meskipun  seakan-akan 
bertualang,  tidak masuk dalam pasal ini karena mereka mempunyai mata 
pencaharian yang jelas. 10 
Entang Sastraatmadja mengartikan gelandangan ialah sekelompok 
masyarakat yang terasing, mereka ini lebih sering dijumpai dalam keadaan yang 
tidak lazim, seperti dikolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar 
rel kereta api ataupun di setiap emperan toko, dan dalam hidupnya sendiri mereka 
akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya. 11 
Secara teoritis, setiap rumusan delik pidana dapat dikatakan 
mengandung beberapa unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno membagi 
menjadi menjadi 3 unsur pidana, yaitu : 12 
1. perbuatan 
2. yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3. ancaman pidana 
Sedangkan menurut aliran monoisme  untuk  memungkinkan  adanya 
pemidanaan  secara wajar,  apabila mengikuti  pendirian Prof  .Moeljatno, maka  tidak 
cukup dikarenakan hanya seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana melainkan 
harus  ada  tambahan  unsur  lagi,  yakni;    kesalahan  dan  kemampuan  bertanggung 
jawab. Seperti yang dikemukakan oleh Schravendik unsur­unsur nya yaitu : 
10 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal 
Demi Pasal,, hlm. 327 
11 Entang Sastraatmadja, Dampak Sosial Pembangunan, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 23 









Merujuk pada penjelasan Moeljatno, dua pasal diatas apabila di kupas 
normanya mengandung unsur pidana yakni; perbuatan yaitu mengemis dan 
melancong/mengembara tanpa penghasilan dan yang dilarang yaitu ditempat 
umum serta ancaman pidana. 
Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 
Gelandangan dan Pengemis, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang 
menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu : 14 
1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum 
sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga 
secara layak. 
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk 
memperoleh pekerjaan yang layak. 
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat 
13 Ibid., 81 
14 Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, “ Standar Pelayanan Minimaln 





memenuhi tuntutan pasar kerja. 
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para 
pemberi sedekah. 
Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi 
gelandangan dan pengemis, yaitu : 15 
1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak 
dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. 
2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka 
sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada 
kemauan untuk melakukan perubahan. 
3. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri 
bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, 
karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang- 
kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata 
pencaharian. 
Dalam bentuk konkritnya di kehidupan sehari-hari pengemis dan gelandangan 
dapat di kategorikan menjadi 3 : 
1. Kelompok pengemis dan pelancong/pengembara yang tidak mempunyai 
penghasilan dikarenakan keterpaksaan, mereka benar-benar membutuhkan 





bergelandang disebabkan oleh kemiskinaannya yang di picu oleh faktor tidak 
produktif atau tidak berdaya karena belum dewasa, lanjut usia, cacat dan 
tertimpa musibah. Banyak diantara kelompok pengemis dan gelandangan ini 
mempunyai pekerjaan yang tetap, semisal buruh cuci, buruh tani, dan lain-lain. 
Namun upah yang mereka dapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka 
dan keluarganya sehingga mereka memilih untuk menjadi pengemis musiman 
dan bergelandang. 
2. Kelompok pengemis dan pelancong/pengembara yang tidak mempunyai 
penghasilan sebagai profesi atau gadungan. Mereka mengemis dan 
bergelandang bukan karena keterpaksaaan melainkan karena kemalasannya, hal 
ini dapat dijumpai ketika melihat seorang pengemis dan gelandangan yang 
masih dalam usia produktif dalam bekerja. Tidak sedikit kelompok ini 
melakukannya khususnya dalam hal mengemis dengan cara-cara yang dilakukan 
dengan jalan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia 
dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman 
yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih 
celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola 
mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas 
kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang 
mengamen, membawa anak kecil, berpura-pura luka, membawa map 




3. Mengemis dan pelancongan/mengembara yang merupakan pilihan hidup 
seseorang atau sekawanan komunitas untuk memilih realitas kepapaan 
berdasarkan pandangan nilai tertentu. seperti komunitas anak Punk dan aliran 
pemikiran yang lain. 16 Kebanyakan dari mereka memilih hidup dengan 
berpetualang kesana-kemari tanpa pekerjaan yang jelas, yang pada akhirnya 
untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya akan memilih jalan menjadi 
pengamen dan lain-lainnya, yang masuk dalam kategori pengemis. 
Ketiga kelompok ini dapat dijerat oleh pasal 504 dan 505 KUHP 
dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum. Pemaknaan 
tempat umum adalah tempat yang dibangun oleh negara di peruntukkan atau 
digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, antara lain : jalan raya, taman, 
stasiun, terminal, pasar dll. Sebaliknya apabila perbuatan mengemis dan 
bergelandangan tidak dilakukan di tempat umum maka pengemis dan 
gelandangan tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. 
Perbuatan mengemis dan gelandangan yang dilakukan di tempat umum 
dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, 
perbuatan tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang berpergian, 
dianggap kurang pantas dan amat memalukan. 
Ketertiban umum merupakan keadaan yang menyangkut penyelenggaraan 






tertib yang umum akan menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum 
sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak 
berubah menjadi anarki. 
Masalah ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang 
berbeda-beda oleh berbagai penulisnya. Ada yang menyebutnya “keadaan damai”, 
ada pula yang menyebutnya “kepastian hukum”. Dari beberapa istilah tersebut 
ketertiban umum hakikatnya merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang 
dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, dimana manusia merasa aman 
secara kolektif. Kebebasan eksistensial yang individual itu hanya bisa ada, jika 
ditempatkan dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif. 17 




hukum.  Peranan  hukum  lambat  laun  akan   semakin  tanpak  yang  kemudian 
dirumuskan  secara  tertulis maupun adat  kebiasaan  (tidak  tertulis)  yang  harus  selalu 
dipatuhi untuk bersama­sama menuju tertib hukum. 18 
C. Sanksi Pidana Perbuatan Mengemis di Tempat Umum Dan Pelancong yang Tidak 
Mempunyai Penghasilan Dalam Pasal 504 dan 505 KUHP 
17 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, (Jakarta : Grasindo, 1999), 125 




Karena kategorisasi pengemis di tempat umum dan Pelancong tidak 
punya penghasilan adalah dianggap dalam KUHP sebagai bentuk 
pelanggaraan maka hukuman yaang dijatuhkan merupakan jenis pidana 
kurungan, kesamaanya dengan pidana penjara adalah mereka sama-sama 
kehilangan hak kemerdekaan untuk bergerak, yang menjadi perbedaannya 
adalah batas maksimum pidana kurungan secara umum adalah 1 tahun penjara 
daan dapat diperpangjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana 
penjara maksimum umumnya adalah 15 tahun yang karena alasan-alasan 
tertentu dapat diperpanjang maksimum 20 tahun penjara. 19 
Sementara batas maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan 
tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, 
bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang 
bersangkutan. 
Dalam hal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengemis dan 
gelandangan, hukuman maksimum khusus antara keduanya berbada-beda, 
yaitu : 
1. Hukuman Maksimum Khusus Bagi Pengemis di Tempat Umum 
Ancaman hukuman bagi pengemis dalam KUHP pasal 504 ada 2 
kategori, antara lain : 




a. Pengemis di tempat umum yang dilakukan secara sendiri akan diancam 
hukuman maksimal kurungan 6 minggu penjara 
b. Mengemis Pengemis di tempat umum yang dilakukan secara 
berkelompok terdiri dari 3 orang atau lebih dengan usia minimal 16 
tahun akan dijatuhi hukuman maksimal kurungan 3 bulan penjara. 
2. Hukuman Maksimum Khusus Bagi Pelancong Tidak Punya Penghasilan 
Ancaman hukuman bagi gelandangan dalam KUHP pasal 505 dapat 
dibagi menjadi 2, antara lain : 
a. Pelancong tidak punya penghasilan yang dilakukan secara sendiri akan 
diancam hukuman maksimal kurungan 3 bulan penjara 
b. Pelancong tidak punya penghasilan yang dilakukan secara kelompok 
terdiri dari 3 orang atau lebih dengan usia minimal 16 tahun akan 





ANALISIS KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PASAL 504 DAN 505  KUHP TENTANG PERBUATAN MENGEMIS 
DI TEMPAT UMUM DAN PELANCONG YANG TIDAK 
MEMPUNYAI PEKERJAAN 
A.   Analisis Konstitusi Terhadap Pasal 504 dan 505 KUHP 
Unsur-unsur  mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat 
umum dan pelancong tanpa pekerjaan yang diatur dalam pasal 504 dan 505 
KUHP antara lain adalah : 
1. Kelakuan / perbuatan mengemis dan pelancongan/mengembara 
2. Yang dilarang yaitu dilakukan ditempat umum 
3. Diancam dengan hukuman kurungan. 
Perbuatan mengemis dan pelancongan/mengembara tanpa mempunyai 
pekerjaan merupakan perbuatan yang kurang terpuji di dalam kehidupan 
bermasyarakat khususnya dalam suatu negara, perbuatan tersebut bukan hanya 
dapat menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan sipelaku tetapi juga 
menjadi aib sekaligus merendahkan harkat dan martabat bangsa, terlebih lagi 
bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun peradaban yang maju 




dan pelancongan/mengembara tanpa mempunyai pekerjaan yang awalnya 
dilakukan karena sebab-sebab yang rasional yaitu kemiskinan dan keterbatasan 
skill dan pengetahuan berkembang menjadi semakin bervariasi dan bermacam- 
macam alasan dan cara-cara yang ditempuh 
Ada tiga macam pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai 
pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari; pertama adalah pengemis dan 
pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan dikarenakan keterbatasan 
fisik dan  ekonomi, kedua adalah pengemis dan pelancong/pengembara tanpa 
mempunyai pekerjaan karena kemalasannya, dan  yang ketiga adalah pengemis 
dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan pilihan hidup seseorang 
atau sekawanan komunitas untuk memilih realitas kepapaan berdasarkan 
pandangan nilai tertentu. 
Kelompok pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai 
pekerjaan yang pertama tentunya harus diayomi dan di sejahterahkan Negara 
sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di 
perjelas oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 
Sedangkan untuk kelompok pengemis dan pelancong/ pengembara tanpa 
mempunyai pekerjaan yang kedua maupun yang ketiga baik dilakukan di tempat 
umum maupun tidak tentunya harus dilarang, dan diberikan norma hukum  dan 





Dalam pasal 504 dan 505 KUHP larangan tersebut dimaksudkan kepada 
mereka yang melakukan perbuatan mengemis dan pelancong/pengembara tanpa 
mempunyai pekerjaan yang berada di tempat umum, perbuatan tersebut dapat 
mengganggu ketertiban umum sehingga dapat merugikan kepentingan orang 
banyak.
Pasal tersebut sejatinya ditujukan untuk menghalau/ mencegah perbuatan- 
perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak dan menjaga agar 
terciptanya kehidupan yang tertib dalam masyarakat. 
Salah satu landasan kebijakan kriminalisasi terkait penentuan hukum 
pidana adalah harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 
berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk 
menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 
Dalam  hal ini dapat dikatakan rumusan pasal 504 dan 505 dalam KUHP adalah 
sudah sesuai dengan landasan kebijakan kriminal karena salah satu unsur hukum 
dalam pasal 504 dan 505 KUHP adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat 
umum, apabila perbuatan tersebut dibiarkan akan dapat merugikan kepentingan 
orang banyak, maka negara berkewajiban untuk mencegahnya salah satunya 
adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan. 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di perjelas 




pasal 504 dan 505 KUHP mempunyai konteks yang berbeda, UUDNRI pasal  34 
dan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimaksudkan 
untuk menjaga dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat akan 
kehidupan yang layak dan terpenuhinya kesejahteraannya, sedangkan pasal 504 
dan 505 KUHP menjaga agar terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan 
bermasyarakat 
Maka dapat dikatakan bahwa pasal 504 dan 505 KUHP tentang perbuatan 
mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan 
tidak bertentangan dengan konstitusi tepatnya UUDNRI 45 pasal 34 dan 
diperjelas dengan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan 
sosial. 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 504 dan 505 KUHP 
Perbuatan mengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai 
pekerjaan di Indonesia juga dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan 
dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum karena dapat 
mengganggu orang yang sedang berpergian dan ketertiban kota. 
mengenai perbuatan mengemis diatur dalam Pasal 504 KUHP yang 
menyatakan bahwa: 
1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena 




2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, 
yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama- 
lamanya tiga bulan. 
Selanjutnya tentang pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan 
diatur dalam Pasal 505 KUHP yang menyatakan bahwa: 
1. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian mengembara 
kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama- 
lamanya tiga bulan; 
2. Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih 
yang masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum kurungan 
selama- lamanya enam bulan. 
Seperti yang dijelaskan dalam bab II, bahwa norma hukum tersebut tidak 
mengklasifikasikan atau mengkategorikan tentang pengemis dan pelancong yang 
tidak mempunyai pekerjaan, namun menjustifikasi semua tanpa melihat sebab- 
sebab dilakukan perbuatan mengemis dan pelancongan asalkan dilakukan di 
tempat umum. 
Berbeda dengan KUHP Indonesia, Islam lebih hati-hati dalam melihat 
masalah pengemisan dan pelancongan ini dengan mengklasifikasikan dan 
mengkategorisasikan perbuatan mengemis dan pelancong yang dapat disimpulkan 
menjadi 2, yaitu : 




(orang cacat, orang lanjut usia yang terlantar, dan benar-benar miskin), 
maka pengemis dan gelandangan semacam ini di bolehkan diberikan 
sumbangan karena memang secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja. 
2) Pengemis dan pelancong yang tidak layak menjadi pengemis dan pelancong 
(malas bekerja/sehat fisik), pengemis dan pelancong semacam ini dari 
perbuatannya sudah dikatagorikan haram, disebabkan dengan menipu dalam 
melakukan pengemisan, misalnya: berpura-pura cacat padahal tidak cacat; 
dan bergelandang karena tidak mau bekerja 
Untuk golongan yang pertama, yakni orang yang meminta-minta dan 
berpelancong/mengembara dikarenakan memang benar-benar miskin maka 
menjadi kewajiban ulil amri atau pemimpin negara untuk memberikan jaminan 
sosial kepada mereka baik berupa permodalan maupun pelatihan keterampilan 
agar mereka tidak menjadi pengemis dan pelancong yang tidak mempunyai 
pekerjaan lagi dikarenakan salah satu fungsi ulil amri adalah mensejahterakan 
masyarakatnya, Al-Qur’an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk 
jaminan sosial bagi anggota masyrakat yang memerlukan dengan berpedoman 
pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi, sumber-sumber dan tersebut 
antara lain adalah : zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan wakaf, dengan tidak 
menutup kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber lain, 
seperti pajak, bea, dan lain-lain. 1 




Namun apabila suatu ketika Baitul Mal tidak mampu menutupi kebutuhan 
kaum miskin, maka aparat pemerintah harus segera bertindak. Mereka 
diperbolehkan bahkan diharuskan memaksa orang-orang kaya untuk merelakan 
sebagian hartanya untuk menutupi kebutuhan kaum miskin. 
Pada prinsipnya, usaha untuk mengangkat derajat kaum miskin tersebut dari 
kemiskinannya apabila tidak diperoleh dana dari Baitul Mal lagi maka otomatis 
menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin, maka pemerintah wajib karena 
kewajibannya melayani urursan umat mendapatkan harta tersebut dari kaum 
muslimin sehingga dia melaksanakan kewajiban tersebut. 2 
Untuk kelompok pengemis dan pelancong yang kedua, yakni mengemis dan 
bergelandangan karena kemalasannya yang diharamkan oleh agama, perbuatan 
mengemis dan bergelandangan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan-alasan 
yang dibenarkan oleh syariat dapat dijatuhi hukuman ta’zir yang ditetapkan oleh 
penguasa. 
Penjatuhan hukuman ta’zir diaksudkan agar pelaku menginsyafi atau jera 
terhadap perbuatan mengemis dan bergelandangan yang telah dilakukan dan tidak 
mengulangi perbuatan tersebut. 
Tentang larangan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak 
mempunyai pekerjaan di tempat umum yang terdapat dalam pasal 504 dan 505 
2 http://mrafiisagpaifungsionalhss.blogspot.com/2011/02/tanggung-jawab-pemerintah-terhadap.html, 




KUHP, Islam tidak membuat rumusan-rumusan norma atau aturan-aturan yang 
rinci sehingga diserahkan kepada Ulil Amri untuk memutuskan sesuai dengan 
kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum 
islam. 
Dalam praktek kenegaraan Islam, seperti yang dilakukan oleh Khalifah 
Umar bin Khattab ketika melihat orang tua tuna-netra meminta-minta dijalan 
raya, Umar mengetahui bahwa ia seorang yahudi, lalu beliau menanyakannya apa 
sebab yang mendorongnya meminta-minta, Yahudi itu menjawab ”yang 
mendorong saya ialah kebutuhan untuk memenuhi bayaran jizyah, keperluan dan 
keudzuran karena tua”, Umar menuntun orang tua tadi dan membawanya 
kerumah, lalu memberinya secukupnya. Kemudian Beliau perintah petugas baitul 
mal seraya berkata ”perhatikan orang ini dan orang yang senasib dengannya, demi 
Allah, kita tidak bersikap adil dengan orang ini; kita telah nikmati masa mudanya 
kemudian kita terlantarkan di hari tuanya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir 
miskin, dan orang ini adalah golongan miskin Ahlul Kitab” 3 
Dalam periode selanjutnya dipertegas lagi oleh surat tugas dari Khalifah Ali 
r.a kepada gubernurnya di mesir yang berbunyi “takutlah kepada Allah, ingatlah 
kepada Allah, terhadap golongan yang rendah, yaitu : mereka yang tidak berdaya, 
orang miskin, orang yang butuh, orang yang papa, orang yang berpenyakit 
menahun; sesungguhnya didalam golongan ini ada orang yang terang-terangan 





meminta atau mengharapkan bantuan tanpa meminta-minta. Peliharalah rasa 
tanggung jawabmu kepada Allah tentang hak yang dipertaruhkan kepadamu 
mengenai mereka itu, berilah kepada mereka itu bagian tertentu dari baitul mal 
setempat dan bagian tertentu dari penghasilan harta rampasan perang di tiap-tiap 
negeri, yang jauh dari mereka sama seperti yang dekat, dan masing-masing 
mereka itu ditugaskan kepadamu untuk memelihara haknya. Maka janganlah 
menyamarkan pandanganmu tentang mereka, karena adanya kekayaan yang 
mendadak, sebab engkau tidak akan dimaafkan terhadap soal-soal kecil, meskipun 
merapikan kebanyakan soal-soal yang penting. Janganlah engkau jauhkan 
perhatianmu dari mereka serta bersikap sombong kepada mereka, telitilah hal 
ikhwal orang-orang yang tidak engkau terima laporannya tentang mereka, yang 
tidak begitu menarik perhatian serta tidak dihargai oleh kebanyakan orang; untuk 
soal ini tugaskanlah orang-orang kepercayaanmu yang taqwa dan tawadlu’ agar 
dapat melaporkan kepadamu hal ikhwal mereka itu....” 4 
Kewajiban penguasa dalam islam adalah memberikan jaminan sosial kepada 
tiga macam bahaya yang menimpa anggota masyarakatnya, yaitu : 5 
1. Bahaya yang mengancam jasmani sehingga menyebabkan seorang tidak 
dapat berkerja, seperti penyakit lumpuh dan lanjut usia. 
2. Bahaya yang timbul akibat kerja, sehingga menyebabkan cacat sebagian atau 
seluruh tubuh. 





3. Beban tanggungan keluarga, bila jumlah anggota yang harus ditanggung oleh 
kepala keluarga demikian besarnya, sedangkan sumber penghasilannya tidak 
mencukupi. 
Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 505 KUHP 
yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dengan maksud menjaga ketertiban 
dalam bermasyarakat maka pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum 
islam. 
Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip 
yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak 
mudarat, wajib berlaku adil dan bermusyawarah dan memelihara hak, 
menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan 
pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru. 
Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 505 KUHP 
yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dengan maksud menjaga ketetiban dalam 







Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut : 
1. Dianalisis dari sudut pandang Konstitusi, pasal 504 dan 505 KUHP 
tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak 
mempunyai penghasilan tidak bertentangan dengan konstitusi, dikarenakan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di perjelas 
oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 
dengan pasal 504 dan 505 KUHP mempunyai konteks yang berbeda, 
UUDNRI pasal  34 dan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang 
kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak 
konstitusional masyarakat akan kehidupan yang layak dan terpenuhinya 
kesejahteraannya, sedangkan pasal 504 dan 505 KUHP menjaga agar 
terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu 
unsur hukum dalam pasal 504 dan 505 KUHP adalah perbuatan tersebut 
dilakukan di tempat umum, apabila perbuatan tersebut dibiarkan akan dapat 
merugikan kepentingan orang banyak, maka negara berkewajiban untuk 





2. Dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam, dalam Islam terdapat 
klasifikasi dan kategorisasi tentang perbuatan pengemis dan pelancongan 
yang tidak mempunyi pekerjaan seperti menjadi 2, yaitu; (a) Pengemis dan 
gelandangan yang layak menjadi pengemis dan pelancong (orang cacat, 
orang lanjut usia yang terlantar, dan benar-benar miskin), mereka tidak 
patut dikenai sanksi pidana melainkan harus di pelihara oleh Ulil Amri. (b) 
Pengemis dan pelancong yang tidak layak menjadi pengemis dan pelancong 
(malas bekerja/sehat fisik), pengemis dan pelancong semacam ini dari 
perbuatannya sudah dikatagorikan haram dan harus dikenai hukuman. 
Tentang larangan mengemis di tempat umum dan melancong tanpa 
mempunyai pekerjaan yang terdapat dalam pasal 504 dan 505 KUHP, Islam 
tidak membuat rumusan-rumusan norma atau aturan-aturan yang rinci 
sehingga diserahkan kepada Ulil Amri untuk memutuskan sesuai dengan 
kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan perinsip-prinsip dalam 
hukum islam. Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 
505 KUHP yang bertujuan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat 
(kemaslahatan orang banyak) maka pasal tersebut tidak bertentangan 
dengan hukum islam. 
B.    SARAN 





1. Pasal 504 dan 505 KUHP tentang perbuatan mengemis di tempat 
umum dan pelancong yang tidak mempunyai pekerjaan tidak perlu 
direvisi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya 
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 34 dan 
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